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KATA PENGANTAR 
 
 

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga 

pada akhirnya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(LPPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ini dapat diselesaikan. 

 Memenuhi amanat UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan 

penyusunan LPPD tahun 2017 yang dilakukan dengan cara menilai kinerja 

tingkat pengambilan Kebijakan, yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakian 

Rakyat Daerah (DPRD), kinerja tingkat pelaksana Kebijakan Daerah yaitu yang 

dilaksanakan oleh tiap-tiap SKPD yang ada di daerah serta Tingkat Capaian 

Kinerja urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten. 

 Demikian, semoga LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ini 

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat dan hasil evaluasi selanjutnya diharapkan 

dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

di Kabupaten Kotawaringin Barat dimasa yang akan datang. 

 
 

Pangkalan Bun,      Maret 2018 
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